
91 
 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Desa Samir 

Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung 

1. Pengumpulan Zakat 

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) suatu organisasi yang dibentuk 

oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota 

dengan tujuan untuk membantu tugas pengumpulan zakat dan 

melayani muzakki yang berada di desa/kelurahan, instansi-instansi 

pemerintahan dan swasta. Unit Pengumpulan Zakat  dalam tugasnya 

juga mempermudah pelayanan kepada muzakki di desa Samir. Unit 

Pendumpulan Zakat (UPZ) pembentukannya dilakukan melalui 

keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil 

Zakat Nasional yang menyatakan bahwa Unit Pengumpulan Zakat 

(UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, 

BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu 

tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui 
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keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota.1 

Hal ini juga dikuatkan oleh Kutbuddin Aibak dalam bukunya 

Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah yang 

menyatakan bahwa Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang dikmaksud 

yakni satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat 

Kabupaten Tulungagung dengan tugas untuk melayani muzakki yang 

menyerahkan zakatnya. Dalam menjalankan tugasnya, Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) menerima zakat, infaq dan kemudian 

diserahkan kepada BAZNAS Kabupaten Tulungagung dengan disertai 

daftar muzakki/munfiq.2 

Dikuatkan juga dari teori Fakhruddin dibukunya Fiqh & 

Manajemen Zakat di Indonesia yang menyatakan bahwa pembentukan 

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dilakukan untuk memudahkan 

pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga pengelola zakat 

dalam jangkauan para muzakki maupun kemudahan bagi para muzakki 

untuk membayar zakatnya, maka setiap Badan Amil Zakat dapat 

membuka Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) diberbagai tempat sesuai 

tingkatanya baik nasional provinsi dan sebagainya.3 

 
1 Peraturan BAZNAS Nomor 25..., hal. 2 
2 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah, 

(Yogyakarta: Editie Pustaka, 2016), hal. 170 
3 Fakhruddin, Fiqh..., hal. 310-311 
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Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Samir tidak melakukan 

pengumpulan dana dari para muzakki   (konsumen)   yang   berada 

dilingkup desa Samir. Dikarenakan masyarakat desa Samir tidak 

melapor. Melalui petugas Unit Pengumpulan Zakat ini dimaksudkan 

untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan dananya. Unit 

Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat di BAZNAS 

Tulunggaung sudah diatur dalam SOP pasal 8. 

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh April 

Purwanto bahwa strategi pengumpulan dana dapat pula diartikan 

sebagai proses mempengaruhi   masyarakat   baik   perseorangan   

sebagai   individu   atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar 

menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.4 

Menurut Kutbuddin Aibak dalam bukunya Pengelolaan Zakat 

Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah yang dikutip dari Standar 

Operasional Prosedur BAZNAS Tulungagung Pasal 8 menyatakan 

bahwa teknis pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung diatur dalam 

SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan semua hasil 

pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-lambatnya 

tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama muzakki dan nama 

pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% disetorkan untuk 

 
4 April  Purwanto,  Manajemen  Fundraising  bagi  Organisasi  Pengelola  Zakat, 

(Yogyakarta: Sukses, 2009), hal. 12 
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operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk administrasi serta 

dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing.5 

Petugas Unit Pengumpulan Zakat dalam mengumpulkan zakat tidak 

langsung menarik zakat langsung dari masyarakat, akan tetapi Unit 

Pengumpulan Zakat menunggu laporan dari muzakki untuk mengambil 

zakat. Pengumpulan dengan metode menunggu laporan dari muzakki 

akan lebih disukai oleh muzakki, karena muzakki tidak susah payah 

untuk datang ke BAZNAS atau petugas amil zakat. Masyarakat pun 

tidak merasa dipaksa oleh petugas UPZ. 

Hal ini sesuai dengan teori Fakhruddin dalam bukunya Fiqih & 

Manajemen Zakat di Indonesia, dibuku ini dijelaskan bahwa ada tiga 

strategi pengumpulan zakat yaitu: 

a. Pembentukan unit pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan untuk 

memudahkan pengumpulan zakat, baik kemudahan bagi lembaga 

pengelola zakat dalam menjangkau para muzakki maupun 

kemudahan bagi para muzakki untuk membayar zakatnya, maka 

setiap Badan Amil Zakat dapat membuka Unit Pengumpul Zakat 

(UPZ) di berbagai tempat sesuai tingkatannya, baik nasional, 

provinsi dan sebagainya.  

b. Pembukaan kounter penerimaan zakat. Selain membuka unit 

pengumpul zakat di berbagai tempat, lembaga pengelola zakat 

dapat membuka kounter atau loket tempat tempat bersangkutan. 

 
5 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan.., hal. 171 
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Kounter atau loket tersebut harus dibuat yang representatif 

seperti layaknya loket lembaga keuangan profesional yang 

dilengkapi dengan ruang tunggu bagi muzakki yang akan 

membayar zakat, disediakan alat tulis an penghitung seperlunya, 

disediakan tempat penyimpanan uang atau brankas sebagai 

tempat pengamanan semetara sebelum disetor ke bank, ditunggui 

dan dilayani oleh tenaga-tenaga penerima zakat yang siap setiap 

saat sesuai jam pelayanan yang sudah ditentukan.  

c. Pembukaan rekening bank. Yang perlu diperhatikan di sini 

adalah bahwa dalam membuka rekening hendaklah dipisahkan 

antara masing-masing rekening sehingga dengan demikian akan 

memudahkan para muzakki dalam pengiriman zakatnya.6 

Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa Samir sebelum 

mengumpulkan zakat atau menarik zakat dari muzakki, UPZ 

melakukan pendataan wajib zakat, sosialisasi yang mengedukasi 

masyarakat akan wajibnya berzakat. Selain menjalakan tugasnya 

sebagai Unit Pengumpulan Zakat juga memudahkan petugas UPZ 

dalam proses pengumpulan zakat dari masyarakat desa Samir. 

Hal ini sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 

tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil 

Zakat Nasional yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas 

 
6 Fakhruddin, Fiqh... 
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membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota, UPZ memiliki fungsi: 

a. Sosialisasi dan edukasi zakat pada masing-masing institusi 

yang menaungi UPZ 

b. Pendataan dan layanan muzakki pada masing-masing 

institusi yang menaungi UPZ 

c. Pendataan mustahik yang menerima penyaluran zakat 

d. Penyerahan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) dan Bukti 

Setor Zakat (BSZ) yang diterbitkan oleh BAZNAS, 

BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota kepada 

muzakki di institusi masing-masing 

e. Penyusunan RKAT UPZ untuk program pengumpulan dan 

tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat 

BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota 

f. Penyusunan laporan kegiatan pengumpulan dan tugas 

pembantuan penyaluran zakat BAZNAS, BAZNAS Provinsi 

atau BAZNAS Kabupaten/Kota.7 

Unit Pengumpulan Zakat desa Samir dalam menjalankan tugasnya 

mengumpulkan zakat di desa Samir ternyata tidak ada pengawasan dari 

Penasehat UPZ desa Samir. Sehingga Unit Pengumpulan Zakat desa 

Samir dalam menjalankan tugas ada kurang dan lebihnya, Penasehat 

 
7 Peraturan BAZNAS Nomor 25..., hal. 3 
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Unit Pengumpulan Zakat desa Samir tidak mengkontrol kinerja Unit 

Pengumpulan Zakat yang hasilnya gerak Unit Pengumpulan Zakat 

kurang maksimal. 

Hal ini tidak sesuai dengan tugas Penasehat nomor (4) dalam 

Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional yang 

menyatakan bahwa tugas dari Penasehat UPZ adalah mengawasi 

pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi UPZ.8 

Petugas Unit Pengumpulan Zakat desa Samir tidak menjalankan 

tugasnya yaitu mengumpulkan zakat dari masyarakat. Dikarenakan 

masyarakat desa Samir tidak melapor ke petugas Unit Pengumpulan 

Zakat desa Samir. Walaupun sosialisasi yang dilakukan petugas Unit 

Pengumpulan Zakat desa Samir di majelis-majelis dan khubah jum’ah, 

masyarakat masih belum terketuk hatinya untuk menzakatkan sebagian 

harta hasil panennya. 

Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang pengurus UPZ 

nomor (4) dalam Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat 

Nasional yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengurus UPZ 

adalah melaksanakan pengumpulan zakat.9 

 
8 Ibid., hal. 7  
9 Ibid 
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Unit Pengumpulan Zakat desa Samir setiap tiga bulan sekali 

mengadakan rapat evaluasi. Bertujuan untuk melihat kekurangan dan 

kelebihan dari kinerja Unit Pengumpulan Zakat dalam dalam proses 

pengumpulan dan pendistribusian dana zakat. Dengan evaluasi ini Unit 

Pengumpulan Zakat akan menganalisis hasil kinerja selama tiga bulan.  

Hal ini tidak sesuai dengan tugas dan wewenang pengurus UPZ 

nomor (2) dalam Peraturan BAZNAS Nomor 25 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat 

Nasional yang menyatakan bahwa tugas dan wewenang Pengurus UPZ 

adalah melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPZ.10 

2. Pendistribusian Zakat 

Pendistribusian yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat desa Samir 

itu dengan menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul kepada 

BASNAZ Tulungagung. Sebab dalam pendistribusian dana zakat, Unit 

Pengumpulan zakat tidak mempunyai wewenang terhadap 

pendistribusian tersebut. Pendistribusian yang dilakukan Unit 

Pengumpulan Zakat desa Samir masih belum terlaksana, dikarenakan 

belum ada zakat yang terkumpul. 

Hal ini sesuai tidak sesuai dengan Peraturan BAZNAS Nomor 25 

Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat 

Badan Amil Zakat Nasional yang menyatakan bahwa Unit 

Pengumpulan Zakat dibentuk dengan tugas membantu BAZNAS, 

 
10 Ibid 
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BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota dalam melakukan 

pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Jika diperlukan, 

Unit Pengumpulan Zakat dapat melaksanakan tugas perbantuan 

penyaluran zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS 

Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.11 

Dalam pendistribusian/penyaluran Zakat, BAZNAS Tulungagung 

melakukan  pendistribusian  hanya  waktu  tertentu.  Penyaluran  dana  

zakat dilakukan setahun sekali pada saat puasa ramadhan menjelang 

hari raya idul fitri. Dana zakat yang didistribusikan masih dalam 

bentuk uang tunai atau bahan pokok. Dalam hal ini perlu dipahami 

bahwa zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial 

yang telah ditampilkan oleh islam. Karena dalam islam tidak boleh 

ada warga yang terlantar, tidak memiliki makanan untuk menutup 

kelaparan, pakaian untuk melindungi tubuh dan auratnya, rumah 

sebagai tempat tinggal bagi diri dan keluarganya. 

Menurut Kutbuddin Aibak dalam bukunya Pengelolaan Zakat 

Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah menyatakan bahwa zakat 

merupakan institusi yang bertujuan untuk membantu masyarakat Islam 

dari kesulitan hidup. Dengan demikian, sebenarnya potensi zakat harus 

didayagunakan bagi kesejahteraan masyarakat.12 

 
11 Ibid., hal. 2 
12 Kutbuddin Aibak, “Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten 

Tulungagung Dalam Prespektif Maqashid Al-Syariah”, AHKAM: Jurnal Hukum Islam, Volume 

4, Nomor 2, November 2016, hal. 248 
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Pada dasarnya al-Qur’an telah memberikan suatu isyarat bahwa 

zakat itu harus dikelola atau didayagunakan sedapat mungkin dan 

semaksimal mungkin. Hal ini sebagaimana firman Allah surah at-

Taubah ayat 103: 

يْهِمْ بهَِا وَصَل ِ عَليَْهِمْ   رُهمُْ وَتزَُك ِ  خُذْ مِنْ امَْوَالِهِمْ صَدَقَةً تطَُه ِ

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat 

itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...(QS. At-

Taubah: 103)13 

Sesuai dengan ayat tersebut di atas, maka pihak yang berhak 

mengambil zakat adalah para pemegang otoritas seperti imam, hakim, 

khalifah atau pemerintah. Dalam konteks negara Indonesia, pemegang 

otoritas ini diwakili oleh suatu bentuk lembaga intermediary (amil) 

dimana berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan 

zakat, bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat 

(BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah.14 

Apabila dicermati, sebenarnya mekanisme pendistribusian yang 

dijalankan oleh BAZ Tulungagung sudah sesuai dengan perintah yang 

diamanatkan dalam al-Qur’an yakni kepada 8 asnaf, meski dalam hal 

ini lebih diprioritaskan kepada fakir dan miskin, akan tetapi bentuk 

pendistribusian masih bersifat konsumtif. 

 
13 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103 diakses pada tanggal 5 Januari 2020 

pukul 21.07 
14 Kutbuddin Aibak, Pengelolaan Zakat..., hal. 248 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/103
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Hal ini sesuai dengan Al-Qur’an surah Al-Taubah ayat 60: 

دَقٰتُ لِلْفقُرََاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعاَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قلُوُْبهُُمْ وَفىِ   اِنَّمَا الصَّ

ُ عَلِيْمٌ  ِ  وَاللّٰه نَ اللّٰه ِ وَابْنِ السَّبِيْلِ  فرَِيْضَةً مِ  قاَبِ وَالْغاَرِمِيْنَ وَفيِْ سَبِيْلِ اللّٰه الر ِ

 حَكِيْمٌ 

Artinya : "Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, 

miskin, amil, para muallaf (orang yang dibujuk hatinya), 

untuk memerdekakan budak, orang-orang yang 

berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang 

sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang di 

wajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha 

Bijaksan."15 

Dikuatkan juga dengan teori Fahrur dan Mursyid menyatakan bahwa 

pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut mustahiq, yang terdiri 

dari delapan ashnaf, yaitu: 

1. Fakir 

Fakir adalah orang yang sangat kekurangan, kondisiny 

sangat miskin. Tidak ada penghasilan yang cukup untuk 

memenuhi kebutuhan pokoknya. 16Selain itu fakir juga dapat 

diartikan sebagai orang yang tidak cukup harta untuk mencukupi 

 
15 https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60 diakses tanggal 17 November 2019 

pukul 14.06 
16 Fahrur, Zakat A-Z..., hal. 43 

https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/9/60
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kebutuhan dirinya dan keluarganya, seperti makanan, minuman, 

pakaia, dan tempat tinggal.17 

2. Miskin 

Miskin adalah orang yang tidak mampunyai harta benda, 

serba kekurangan. Kalaupun punya penghasilan tidak 

mengcukupiuntuk kebutuhan sehari-hari.18 

3. Amil Zakat 

Amil Zakat adalah orang yang bekerja dalam pengumpulan 

zakat dan pendistribusiannya. Amil zakat berhak memperoleh 

bagian sesuai dengan standar yang didasarkan pada kompetisi 

pekerjaannya, namun diharapkan palin tinggi sama dengan 

bagian golongan mustahik lain. 

4. Muallaf 

Muallaf adalah orang yang mempunyai keyakinan atas Islam 

masih lemah, sehingga bela terhadap islam pun masih kurang 

bahkan tidak ada atau membantu musuh untuk memerangi Islam. 

Tujuan pendistribusian zakat kepada kelompok ini agar mereka 

kuat keislamannya, membela agama yang dianutnya dan 

menolong kaum muslimin dari serangan musuh.19 

 

 

 
17 Mursyidi, Akuntansi..., hal. 173 
18 Ibid 
19 Ibid., hal. 176 
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5. Riqab 

Zakat yang didistribusikan kepada budak belian, namun 

diberikan kepada tuannya sehingaa budak belian tersebut 

menjadibebas dan merdeka. Termasuk dalam kegiatan ini adalah 

membebaskan tawanan muslim. 

6. Gharim 

Gharim adalah orang yang mempunyai utang dan tidak 

memiliki bagian lebih dari utangnya, baik atas utang untuk 

kemaslahatan dirinya maupun kemaslahatan masyarakat. Orang 

yang berutang untuk kemaslahatan dapat memperoleh alokasi 

zakat harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 

a. Orang yang mempunyai utang yang tidak berlebihan, 

artinya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak 

seperti untuk nafkah, membeli pakaian mendirikan 

rumah sederhana. 

b. Utang yang timbul dimaksudkan untuk melaksanakan 

atau menjalankan sesuatu yang dihalalkan oleh agama. 

c. Hendaknya utang dibayarkan pada saat zakat 

dialokasikan. 

d. Tidak termasuk utang kifarat dan utang zakat. 
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e. Utang yang dibayarkan dari zakat adalah sisa utang, 

yaiyu total utang setelah dikurangi dengan harta yang 

dimiliki dan penghasilannya20 

7. Fi Sabilillah 

Fi Sabilillah adalah orang-orang yang berperang dijalan 

Allah secara sukarela. Mereka diberi bagian zakat yang dapat 

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan perang, seperti 

membeli senjata, kendaraan, memenuhi kebutuhan hidupnya dan 

keluarganya21 

8. Ibnu sabil  

Ibnu Sabil adalah orang atau musfir yang bepergian jauh 

dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum yang 

manfaatnya kembali pada agama Islam atau mensyaratkan Islam, 

seperti orang yang bepergian sebagai utusan yang bersifat 

keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. 

Ibnu Sabil dapat memperoleh zakat apabila memenuhi 

kriteian berikut : 

a. Benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak 

mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke 

negerinya. 

b. Tidak dalam perjalanan maksiat 

 
20 Ibid., hal. 177 
21 Fahrur, Zakat A-Z..., hal. 45 
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c. Tida mendapatkan orang yang memberi pinjaman 

pada saat memerlukan biaya 

Sedangkan golongan orang yang tidak berhak menerima 

zakat adalah sebagai berikut :  

a. Orang kaya 

b. Orang kuat yang mampu bekerja 

c. Orang yang tidak beragama dan orang kafir yang 

memerangi Islam.  

d. Anak-anak, kedua orang tua, dan istri dari orang yang 

mengeluarkan zakat. 

e. Keluarga Nabi SAW yaitu Bani Hasyim.22 

 

B. Tinjauan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 

Terhadap Pengumpulan dan Pendistribusian Dana Zakat di Desa 

Samir Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung 

1. Pengumpulan Zakat 

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) suatu organisasi yang dibentuk 

oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota 

dengan tujuan untuk membantu tugas pengumpulan zakat dan 

melayani muzakki yang berada di desa/kelurahan, instansi-instansi 

pemerintahan dan swasta. Unit Pengumpulan Zakat  dalam tugasnya 

juga mempermudah pelayanan kepada muzakki di desa Samir. Unit 

 
22 Ibid., hal. 47 
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Pendumpulan Zakat (UPZ) pembentukannya dilakukan melalui 

keputusan Ketua BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS 

Kabupaten/Kota. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) desa Samir tidak 

melakukan pengumpulan dana dari para muzakki   (konsumen)   yang   

berada dilingkup desa Samir. Dikarenakan masyarakat desa Samir 

tidak melapor. Melalui petugas Unit Pengumpulan Zakat ini 

dimaksudkan untuk memudahkan muzakki dalam menyalurkan 

dananya. Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dalam pengumpulan zakat 

di BAZNAS Tulunggaung sudah diatur dalam SOP pasal 8. 

Hal ini tidak sesuai sesuai dengan tinjau dari Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal 

(1) yang menyatakan bahwa penarikan zakat menjadi kewajiban amil 

zakat yang dilakukan secara aktif.23 

Petugas Unit Pengumpulan Zakat dalam mengumpulkan zakat tidak 

langsung menarik zakat langsung dari masyarakat, akan tetapi Unit 

Pengumpulan Zakat menunggu laporan dari muzakki untuk 

mengambil zakat. Pengumpulan dengan metode menunggu laporan 

dari muzakki akan lebih disukai oleh muzakki, karena muzakki tidak 

susah payah untuk datang ke BAZNAS atau petugas amil zakat. 

Walaupun sosialisiasi yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat desa 

Samir tidak bisa mengetuk kesadaran dari masyarakat untuk berzakat.  

 
23 FATWA MUI No. 15 Tahun 2011, Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta 

Zakat, hal. 4 
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Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (3) yang 

menyatakan bahwa apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan 

baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan 

maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.24 

Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) desa Samir sebelum 

mengumpulkan zakat atau menarik zakat dari muzakki, UPZ 

melakukan pendataan wajib zakat, sosialisasi yang mengedukasi 

masyarakat akan wajibnya berzakat. Selain menjalakan tugasnya 

sebagai Unit Pengumpulan Zakat juga memudahkan petugas UPZ 

dalam proses pengumpulan zakat dari masyarakat desa Samir. 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (1) yang 

menyatakan bahwa penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan 

harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek 

wajib zakat, besaran nisab zakat, besaran tarif zakat dan syarat-syarat 

tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.25 

Pengumpulan dana zakat yang dilakukan Unit Pengumpulan zakat 

di desa samir tidak langsung di berikan ke BAZNAS kabupaten 

Tulungagung. Dana zakat yang sudah terkumpul disimpan terlebih 

dahulu bila sudah mencapai batas waktu pengumpulan, dana zakat 

yang terkumpul akan diberikan ke BAZNAS kabupaten Tulungagung 

 
24 Ibid 
25 Ibid  
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dan BAZNAS kabupaten Tulungagung akan mengelola dana zakat 

tersebut. 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (2) yang 

menyatakan bahwa pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan 

yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan 

harta zakat.26 

Pengumpulan dana zakat dari pihak UPZ yang diterima dari para 

muzakki langsung diberikan kepada pihak BAZNAS.  Tetapi  dana  

yang  diterima  tidak langsung disalurkan kepada masyarakat yang 

kurang mampu. Hal ini dikarenakan dana zakat hanya disalurkan   satu   

tahun   sekali. Dana  zakat  mal  bisa  dikeluarkan setiap satu bulan 

sekali itu akan dilaksanakan tahun depan. Apabila belum ada yang 

mengajukan surat permohonan maka dana yang diterima dari para 

muzakki akan disimpan di brankas dan setiap sepuluh hari sekali dana 

tersebut akan disetorkan ke bank selain hari sabtu di masing-masing 

pos 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (2) yang 

menyatakan bahwa pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab 

amil sampai disitribusikannya dengan prinsip yadul amanah.27 

 

 
26 Ibid  
27 Ibid  
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2. Pendistribusian Zakat 

Unit Pengumpulan Zakat tidak mempunyai kewenangan unutk 

mendistribusikan zakat. Petugas Unit Pengumpulan Zakat desa Samir 

hanya bertugas mengumpulkan zakat untuk membantu BAZNAS 

Kabupaten Tulungagung dalam mengumpulkan zakat. Pendistribusian 

yang dilakukan Unit Pengumpulan Zakat desa Samir itu dengan 

menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul kepada BASNAZ 

Tulungagung. Sebab dalam pendistribusian dana zakat, Unit 

Pengumpulan zakat tidak mempunyai wewenang terhadap 

pendistribusian tersebut. Pendistribusian yang dilakukan Unit 

Pengumpulan Zakat desa Samir masih belum terlaksana, dikarenakan 

belum ada zakat yang terkumpul. 

Hal ini tidak sesuai dengan tinjau dari Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Nomor 15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal 

(3) yang menyatakan bahwa penyaluran zakat adalah kegiatan 

pemdistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat 

secara benar dan baik.28 

Dalam pendistribusian dana zakat Unit Pengumpulan Zakat hanya 

bertugas menyalurkan dana zakat yang telah terkumpul kepada 

BASNAZ Tulungagung untuk dikelola dan didistribusikan. Dana 

zakat tersebut didistribusikan dengan tujuan kemaslahatan umat. Jadi 

Unit Pengumpulan Zakat hanya bertugas mengumpulkan dana zakat 

 
28 Ibid  
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dari muzakki dan tidak memiliki tugas mendistribuskan dana zakat 

yang telah terkumpul tersebut. 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (4) yang 

menyatakan bahwa penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil 

zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta 

zakat tersebut samapi kepada para mustahiq zakat.29 

Pendistribusian yang dilakukan BAZNAS hanya bertujuan untuk 

kemaslahatan umat, dana zakat yang dikumpulkan oleh Unit 

Pengumpulan Zakat akan disalurkan oleh BAZNAS untuk membantu 

masyarakat yang membutuhkan bantuan dan seperti halnya 

menyalurkan dana zakat kepada delapan asnaf, yang mana delapan 

orang ini berhak unutk menerima zakat diantaranya seperti fakir, 

miskin, amil zakat, muallaf, riqob, gharim, fi sabillillah dan ibnu sabil.  

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum pertama pasal (4) yang 

menyatakan bahwa zakat muqayyadah adalah zakat yang telah 

ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang asnaf, orang 

perorang, maupun lokasinya.30 

Standar Operasional Prosedur BAZNAS Tulungagung Pasal 8 

menyatakan bahwa teknis pengumpulan zakat di BAZ Tulungagung 

diatur dalam SOP pasal 8, yang dalam teknisnya UPZ menyetorkan 

 
29 Ibid  
30 Ibid  
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semua hasil pengumpulan zakat profesi dan 75% hasil infaq selambat-

lambatnya tanggal 10 setiap bulan disertai dengan daftar nama 

muzakki dan nama pembayar infaqnya. Untuk bagian asnaf amil 10% 

disetorkan untuk operasional BAZNAS kabupaten dan 90% untuk 

administrasi serta dibagikan kepada pengurus UPZ masing-masing. 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (5) yang 

menyatakan bahwa dalam penyaluran zakat sebagaimana nomor (4), 

maka pengambilan hak dan zakat yang menjadi bagian amil hanya 

dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta 

biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang 

mengambil dana.31 

Pendistribusian dana zakat yang ada di BAZ Tulungagung masih 

bersifat konsumtif, masih dalam bentuk pemberian uang tunai atau 

bahan pokok saja. Dana zakat BAZ Tulungagung masih hanya 

diberikan kepada fakir miskin sebagai mustahik yang paling utama, 

amil (pengurus BAZ dan UPZ), gharimin ( orang yang memiliki 

hutang ditunjukkan dengan bukti), sabilillah dan ibnu sabil, yang 

semuanya masih diberikan dalam bentuk konsumtif. 

Hal ini sesuai ditinjau dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 

15 tahun 2011 dalam ketentuan umum kedua pasal (6) yang 

menyatakan bahwa yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin 

 
31 Ibid., hal. 4-5 
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boleh menerima zakat atas nama fi sabilillah. Biaya operasional 

penyaluran harta zakat tersebut mengacau kepada ketentuan angka 5.32 

 
32 Ibid  




